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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI 

PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA 

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA 

TERPADU”, secara umum bertujuan menjelaskan tentang kewenangan jaksa 

sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi ditinjau 

dari asas diferensiasi fungsional dan pengawasan horizontal atas kewenangan 

rangkap jaksa ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Setelah diperoleh, maka akan disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan 

yang dikaji.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa, pertama 

setelah adanya KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional maka 

kewenangan kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai dominus litis. Oleh sebab itu 

penerapan asas diferensiasi fungsional menempatkan hubungan penyidik dan 

penuntut umum harus dilihat dari division of power bukan separation of power. 

Kedua, kewenangan rangkap jaksa dapat terjadi karena dalam hal penataan 

struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional sehingga menimbulkan 

kerancuan kewenangan dan secara kultur hukum pelaksana sub sistem peradilan 

pidana cenderung instansi sentris dan menyebabkan egoisme sektoral yang 

menyebabkan SPPT tidak terlaksana dengan maksimal.  

Kata kunci : Kewenangan rangkap jaksa, diferensiasi fungsional, sistem 

peradilan pidana terpadu, tindak pidana korupsi 
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